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KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR = TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN DANA INSENTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (FBB)

WALIKOTA TOMOHON,

hahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf B, Peraturan Pemaeariniah Nomor
18 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasi Pererimaan Pajak Bumi dan
Banguran kepada Kabupaten [ Kota yang realisasi Pajak Bumi dan
Bergunan {PBB) sekicr Pedesaan dan Perkotaan mencapai ! melampaul
cancana Pensrimaan yang ditetapkan akan dibarikan Insantif.

nahwa Dana Insentf dapat digunakan untuk menunjang kegiatan
Peningkatan Penerimaan Pajak dan Peningkatan Kesajanteraan Pegawai
dan aparatur terkait;

mahwe bardasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalem huruf &
dgn huruf b diatas, maka dipandang perlu menetepkannya dangan

Keputusan,

Uncang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tantang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria,

Underg-Undang Momar 12 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Momor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBE}
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negars
yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2003 ientang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kots Tamohaon;

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tertang Perbendaharaan Megara,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daearah
sacagaimana telan diubah beberapa kali, tarakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atss Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 lentang Permbangan Ksuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Parauran Pemerintah Nemar 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pamarintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otanom;

40, Paraturan Pemerintah Nomoer 105 Tahun 2000 tentang Pengalolaan dan

Pertanggungjawaban Kauangan Daarah;

11 Peraturan Pemerinian Nomer 11 Tahun 2001 tentang Informas Keuangan

Daerah.
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12 Peraturan Femerntan MNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

13.Peraturan  Pemerintah Momor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengswasan Penyelenggarsan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Daerah Koia Tomohon Momor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Drpanisasi dan Tata Karja Dinas Daerah;

15, Peraturan Daerah Kota Tamohon Momor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
FPendapatan dan Belarja Daarah Tahun Anggaran 2011;

16 Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daeran; Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Daelam MNegeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daesrah;

17. Paraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 37 Tahun 2010 tantang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daaran Tahun Anggaran

2011;
MEMUTUSKAN:

Penggunaan Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk :

1. Pemberian insentif bagi Tim kerja intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Tim
kerja Pemutahiran deta PBB, Camat, Lurah, Staf Dings Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Deersh Bidang Pendapatan serta
Instansi tarkait;

2. Peningkatan kwalites Sumber Daya Menusia aparat yang membidangi

perpajakan;

Kunjungan kerja / Study Banding;

Kegiaten lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas

Pendapatan, Pangelolsan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon;

B g

Menunjuk Dinas Pendepatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Tomohon uniuk mengatur Penggunaan Dana tersebut pada Diktum KESATU:

Kepala Dinas Pendapatan, Pangelolaan Keuangan dan Asst Dasrah Kois
Tomeheon wajic memberikan laporan tentang pemanfaatan Dana Inserntif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Walikota;

Feoutuzan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapken.

Ditatapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Maret 2011

OTA TOMOHON
WALIKOTA,

JIMMY F. EMAN



